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PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR A TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NLAS UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

ketentuan lebihlanjut mengenaj Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa djatur

dengan Peraturan Daerah-,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmaria

dimaksud daJam buruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahari Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusai
dan Pcmeriiitartar t Daerail
Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Mengingat

.t

(Lembaran Negara
2004 Nomor 126,



4 . Undang- Unclang Nomor 12 Tahun '2011 tentang
Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ):

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tainbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerail ( Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEKWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATON NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

Ml MUTUSKAN •

PPRATI 'R -W nA PRAM TENT WO KEDl DLKA V

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
Menetapkan



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan .
1. Daerah adaiah Kabupaten Nias Utara.

2. Pemerintah Daerah adaiah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system
prinsip Negara Kesatuan RepubiiJk Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Dasar Negara RepubLik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4 . Bupati adaiah Bupati Nias Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adaiah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah .

6. Kecamatan adaiah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten.

7 . Camat adaiah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Utara.

8. Pemerintahan Desa adaiah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasaxkan asabusul dan adari istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepubLik
Indonesia.

9. Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adaiah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

11. Perangkat Desa adaiah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa lainnya.

12. Perangkat Desa lainnya adaiah perangkat pembantu Kepala Desa
yang terdiri dari Sekretanat Desa, Pelaksana Teknis lapangan seperti
Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau
dengan sebutan lain .

13 Desa adaiah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat.. berdasarkan asai usul dan adai istiadat
setempat yang diakui dan ciiirormati UaUun sitctu remerit Italian

Negara Kesatuan Republik Indonesia.



14 . Peraturan Ucsa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kcpala Desa.

15 Peraturan Kcpala Desa adalah peracuran perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengarur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang- undangan
yang lebih tinggi.

16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan
Peraturan Desa raaupun Peraturan Kepala Desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemermtahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dcngan Peraturan Desa.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang
dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan 'pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut.

19. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan pengnasiian yang
sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.

BAB II
JENIS PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap

bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2) Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam

APB Desa
(3) Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (I), tidak termasuk Sekretaris Desa yang
berstatus Pegawai Neegeri sipil.

(4) Besamya penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan
Perangkat Desa setiap bulan, paling sediidt sama dengan Upah
Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 3

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) tidak menerima penghasilan tetap kecualj

tunjangan lamnva sesuai dengan kemampuan keuangan desa.



PasaJ 4

kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan uniuk
sementara dari jabatannya. selama masa pemberhentian sementara
terscbut diberi penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari
penghasilan tetap dan tidak menerima tunjangan lainnya, sedangkan
50 % (lima puluh perseratus) selebihnya di.masu.kan ke kas desa
Ketentuan scbagarmana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berlaku lagi
apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

( I )

(2)

BAB III
TUNJANGAN

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga dapat menerima
tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari .

a. tunjangan uang duka;
b. tunjangan jasa pengabdian;
c. tunjangan kecelakaan.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap
tahun dalam APB Desa.

(1 )

(2 )

(3 )

Pasal 6

Besaran tunjangan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf a dibayarkan kepada ahli waris, paling banyak sebesar
4 (empat) kali penghasilan tetap.

Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2 ) huruf b dibayarkan pada saat Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang habis masa jabatannya atau diberhentikan
dengan hormat, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa
dengan ketentuan sebagai berikut .

a. dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun paling banyak
sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap
selama 1 (satu) tahun;

b dengan masa kerja 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari
penghasilan tetap selama 1 (satu) rajhun ;

t . dengan masa kerja lebih dari !n (sepuljtih) tahun paling banyak
sebesar 60 "/ <> (enam puluh perseratus) dari penghasilan ictap

selama 1 (satu) tahun.

(D

(2)



( 3) Besaran tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat
5 avat ( 2) huruf c dibayarkan pada saal Kepala Desa dan Perangkat
Desa meogalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan
lugas sebagai Penjabat Femenntahan Desa.

Besaran tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikelompokan menjadi :
a kecelakaan sedang pabng banyak berhak raenenma sebesax 2

(dua) kali penghasilan tetap;

b. kecelakaan berat paling banyak berhak menerima sebesar 4
(empat) kali penghasOan telap.

14 )

BAB IV
PELAKSANAAN FEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

1
Pasal 7

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala

Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak
tanggal Pelantikan sampai dengan ditetapkannya Keputusan
Pemberhentian.

Pasal 8

Kedudukan keuangan Penjabat Kepala Desa sama dengan kedudukan
keuangan Kepala Desa.

Pasal 9

Bagi Perangkat Desa yang merangkap tugas sebagai Kepala Desa atau
Perangkat Desa lainnya lebLh dari 15 (lima betas) hari, hanya berhak

menerima salah satu tunjangan jabatan yakni pada jabatan tertinggi.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD Camat setempat.

Bupati dan atau Pen / tbat vang berwenang .

Penjalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d )



I
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini,
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaxan Daerah
Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal A JUM' 2013

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

langkan di Lotu
4 JUVU

DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

2013

I HULU, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2013 NOMOR -s/SERJ t



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTAJRA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah , maka sesuai prinsip desentxalisasi dan Otonomi
Daerah, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dah mengurus
kepentingan masvarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa
vang seenakin kompleks, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa dituntut
memberikan hasil terbaik dalam kineija dan pelayanan, maka untuk
mendukung pelaksanaan tu.gas-tugas Pemerintahan Desa dimaksud ,

salall satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala
Desa dan Perangkat Desa.

Di dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
diberikan penghasilan tecap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai
kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal I
Ayat ( 1 J

Cukup jelas



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pemberh <' iuiau Sementara Beraklur yaitu
apabda Kcpala Dcsa yang diberhentikan sementara scielah cnelalui
proses peradtlan temyata lerbukli tidak bersalah t>erdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, paJing lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya
putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan
mengaktifkan kembali Kepala Dcsa yang bersangkutan sampai
dengan akhir masa jabatan dan berhak menerima penghasilan
tetap secara penuh sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 ayat (2)
dan apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah
berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala
Desa yang bersangkutan dan berhak rnendapat tunjangan jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2 j.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kecelakaan sedang yaitu kecelakaan
yang mengakibatkan perawatan secara intensif lebih dari 1
(satu) bulan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kecelakaan berat yaitu kecelakaan yang
mengakibatkan cacat salah satu anggota tubuh.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

I cti>di

Ĉukup jelas



PasaJ i * >

Cukup ivlas
Pasal 1 ]

Cukup jelas

Pasal 1 2
Cukup jelas

TAM BAHAN LEMBARAN DA ERA H KABO PATEN NIAS UTARA NOMOR


